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RINGKASAN
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Perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat modern menuntut bangsa-
negara untuk menguasi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia sebagai
salah satu negara dunia berkembang tentu memerlukan kesiapan dan kemampuan
anggotamasyarakatnya berupa daya adaptasi dengan nilai-nilai baru, daya
saing/kompetisi, dan kreativitas untuk dapat eksis di era peradaban informasi.

Pendidikan merupakan pilihan strategis untuk melakukan proses perubahan
sosial menuju masyarakat yang cerdas, beradab, adil, makmur dan sejahtera.
Pendidikan berfungsi membentuk watak peradaban sebuah bangsa yang beradab dan
bermartabat. Untuk itu, pemerintah menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda
penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam
rencana kerja pemerintah.

Sebagai upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemerintah menggulirkan
program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan
beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu
pendidikan dasar 9 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas implementasi
program bantuan operasional sekolah (BOS) di MTs Darussalam Jember dan
hambatan hambatan yang terjadi dalam implementasi program tersebut. Penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Bruce W. Tuckman. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi
dan kepustakaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan program

BOS berjalan cukup efektif. Dari segi input program BOS menunjukkan bahwa

vii



kualitas SDM, Penerimaan Siswa Baru, Peningkatan kemampuan tenaga pendidik,
sarana prasarana pendidikan dan peraturan terkait berjalan cukup efektif dari
pemanfaatan dana BOS. Segi Proses menunjukkan bahwa Implementasi program
BOS dijalankan dan dilaporkan sesuai Juklak dan Juknis. Dari segi output
menunjukkan bahwa dengan adanya dana BOS dapat meringankan biaya peserta
didik, meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan prestasi siswa di bidang
akademik dan non akademik.

Hambatan yang masih muncul dalam implementasi Program BOS ini adalah
minimnya sosialisasi dari pihak madrasah selaku pengelola dana BOS, Pencairan
dana BOS yang sering terlambat, serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi program
yang tidak dilakukan secara berkala. Beberapa kebijakan dirasa perlu untuk
memperbaiki dan meminimalisir hambatan yang terjadi dalam Implementasi Program
BOS agar dapat berjalan efektif.

Kata kunci: Efektivitas, Implementasi Kebijakan, Program BOS
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah yang berbanding lurus dengan kemajuan perekonomian
Indonesia adalah masalah pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu yang harus
diikuti oleh semua orang. Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan mampu
menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Dengan pendidikan ini pula
harkat dan martabat seseorang akan terangkat, semakin rendah tingkat pendidikan
seseorang, martabat di lingkungannya juga rendah. Namun apabila seseorang
memiliki pendidikan yang tinggi, akan semakin tinggi pula martabat orang tersebut.
Hal ini juga akan berlaku pada bangsa dan negara. Harkat dan martabat bangsa
Indonesia dimata dunia juga dipengaruhi oleh pendidikan penduduknya. Bangsa yang
pendidikan penduduknya rata-rata rendah maka dimata dunia martabat bangsa
tersebut juga rendah. Namun sebaliknya apabila pendidikan penduduk suatu bangsa
semakin tinggi, maka martabat bangsa tersebut juga tinggi. Bahkan bangsa-bangsa
lain akan memperhitungkan bangsa tersebut. Oleh sebab itu dalam rangka
meningkatkan harkat/ martabat bangsa-bangsa Indonesia tak hentihentinya berupaya
agar seluruh penduduknya mengenyam pendidikan. Seiring dengan berkembangnya
waktu, pendidikan mendapat sorotan utama sebagai objek yang ditengarai menjadi
penyebab lemahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Indonesia.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam membangun suatu
bangsa. Terlebih lagi di era globalisasi dewasa ini yang penuh dengan berbagai
tantangan dan persaingan yang semakin meningkat. Persaingan dalam dunia kerja
belakangan ini semakin ketat dan sulit, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam era informasi global, hampir di setiap sektor kehidupan kita dituntut
untuk menggunakan kemampuan intelegensi dalam menginterpretasi, menyelesaikan
masalah, ataupun untuk mengontrol proses komputer. Kebanyakan lapangan kerja

dewasa ini lebih banyak menuntut kemampuan berpikir seperti menganalisis,



mengevaluasi dan menggeneralisasi daripada keterampilan mekanistis. Selain itu
kemampuan yang bersifat afektif seperti disiplin, tekun, penuh tanggung jawab,
produktif, dan mau bekerja keras juga merupakan watak yang harus dimiliki tenaga
profesional. Oleh karena itu, sumber daya manusia Indonesia pada gilirannya nanti
harus mampu bersaing di arena global dalam bursa tenaga profesional yang strategis
bukan dalam bursa tenaga buruh rendah. Di era informasi, ada tiga kekuatan yang
dominan: 1) ilmu pengetahuan, 2) teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan, 3)
informasi. Ketiga dominasi kekuatan ini tidak mengenal batas-batas teritorial bangsa
dan negara, kekuatannya bagaikan arus gelombang yang tidak ada yang dapat
menghentikan dan menghambatnya.

Perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat modern menuntut bangsa-
negara untuk menguasi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa yang
tidak menguasinya maka dengan sendirinya akan tersingkir oleh bangsa-negara maju
yang menguasai gelombang peradaban informasi. Indonesia sebagai salah satu negara
dunia berkembang tentu memerlukan kesiapan dan kemampuan anggota
masyarakatnya berupa daya adaptasi dengan nilai-nilai baru, daya saing/kompetisi,
dan kreativitas untuk dapat eksis di era peradaban informasi. Pendidikan adalah
media strategis untuk melakukan transformasi sosial dalam menyiapkan human
resources yang cerdas, dinamis, progresif, inovatif-kreatif.

Menurut Undang — Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 1
ayat 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan pilihan
strategis untuk melakukan proses perubahan sosial menuju masyarakat yang cerdas,
beradab, adil, makmur dan sejaktera. Pendidikan berfungsi membentuk watak

peradaban sebuah bangsa yang beradab dan bermartabat. Menjadikan pendidikan



sebagai agenda utama kebijakan pemerintah adalah pilihan stategis untuk menghadapi
tantangan arus peradaban informasi.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga dinyatakan
bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan
yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status
sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal
yang urgent dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan sarana
yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan
masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran.
Untuk itu, pemerintah menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam
pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja
pemerintah.

Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan
dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib
belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dari berbagai amanat peraturan perundang undangan di atas, pemerintah yang
terkena konsekuensi sebagai penyelenggara pendidikan adalah Kementrian
Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dan Kementrian Agama, Kedua kementrian
tersebut wajib menyelenggarakan pendidikan bagi selurun masyarakat Indonesia
terutama peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan
pendidikan lain yang sederajat semisal madrasah. Semua anak bangsa dalam kategori

apapun harus merasakan pendidikan, baik itu kaya, miskin, pintar, atau bodoh



sekalipun. Adapun selain itu, pemerintah harus memperbesar alokasi dana APBN dan
APBD untuk pemberian fasilitas sekolah bagi SD dan SMP sederajat.

Perwujudan Indonesia menuju Indonesia yang cerdas dan bebas buta aksara,
hingga saat ini terkendala dengan banyak permasalahan, baik permasalahan yang
bersifat internal maupun eksternal, seperti kualifikasi mutu tenaga pengajar, sarana
dan fasilitas sekolah yang tidak memadai untuk penyelenggaraan kegiatan belajar
mengajar, serta minimnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Pendidikan menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan baik formal maupun non
formal. Dengan demikian sektor pendidikan hendaknya mampu merancanng
pendidikan untuk masyarakat yang memenuhi kemajuan dari waktu ke waktu. Sistem
pendidikan nasional juga hendaknya memperhatikan kriteria yang diperlukan untuk
menghasilkan lulusan yang siap pakai.

Seperti dilaporkan United Nations Development Program (UNDP),
menempatkan IPM Indonesia berada pada urutan ke 124 dari 187 negara yang
disurvei. Laporan tersebut dirilis pada 2 November 2013 lalu. Menurut laporan itu,
IPM Indonesia hanya 0,617. Peringkat Indonesia jauh dibawah negeri tetangga,
Malaysia yang berada pada posisi 61 dunia dengan angka 0,761. Laporan itu juga
menyebutkan IPM Indonesia tertinggal di semua sektor jika dibanding Malaysia.
Untuk indeks kesehatan misalnya, salah satu yang indikatornya adalah angka harapan
hidup. Harapan hidup orang Indonesia rata-rata adalah 69,4 tahun. Sedangkan
Malaysia 74,2 tahun. Begitu juga dengan indeks pendidikan, indikator angka harapan
rata-rata tahun sekolah orang Indonesia hanya 0,584, jauh dibawah Malaysia 0,730.
(http://news.okezone.com/read/2013/11/10/337/527526/ipm-indonesia-rendah-
tamparan-bagi-pemerintah yang diakses pada 31 Januari 2013)

Menurut United Nations Development Program (UNDP)
(http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_ Manusia yang diakses pada 31
Januari 2013) IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi

dasar pembangunan manusia:


http://news.okezone.com/read/2011/11/10/337/527526/ipm-indonesia-rendah-tamparan-bagi-pemerintah
http://news.okezone.com/read/2011/11/10/337/527526/ipm-indonesia-rendah-tamparan-bagi-pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_%20Manusia

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup
saat kelahiran

2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang
dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar ,
menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).

3. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari
produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.ada tiga

dimensi yang dilihat dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia.

Indikator sederhana namun ternyata memiliki implikasi serius inilah menjadi
sebuah kenyataan yang menohok pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki
kualitas pendidikan di Indonesia. Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus
dan konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan
pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan manusia Indonesia yang
cerdas, unggul dan berdaya saing.

Pemerintah dalam penanganannya harus serius melakukan upaya perbaikan
untuk menjadi lebih baik melalui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun
waktu 2004 - 2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap
pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui Peningkatan Pelaksanaan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian kesempatan kepada masyarakat
yang kurang mampu agar dapat mengenyam pendidikan dasar.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini didorong oleh rendahnya
kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan bahan bakar
minyak yang beberapa kurun waktu terakhir ini mengalami kenaikan bahkan subsidi
BBM akan segera dihapuskan dengan mengkonversi BBM menjadi Bahan Bakar Gas
(BBG), sehingga masyarakat yang kurang mampu semakin terjepit oleh keadaan

ekonomi Indonesia.



Tabel 1.1 Program kompensasi pengurangan subsidi BBM
se Indonesia Tahun 2005

No Dana
Program Sasaran Pelaksana (Dalam
Milyar)
L Bantuan Bos mencakup 28._779.709 siswa
. SD/MI ; 108.177 siswa SD
Operasional

Salafiyah ;10.625.816 siswa

Sekolah (BOS) Kemendikbud,

dan Bantuan SMP/MTs, Kemena 6.271,90
. BKM mencakup 114.433 siswa g
Khusus Murid .
(BKM) SD/MI, dan 698.458 siswa
SMA/SMK/MA/SMALB
2 Jaminan
" Pelayanan 36,1 juta penduduk miskin Kemenkes 3.875,20
Kesehatan
3. Infrastruktur 12.2_334 desa (termasuk desa Kemen PU 3.342.10
Pedesaan tertinggal)
4. ?ﬂ?]zlid' Langsung 15,5 juta keluarga miskin Kemen Sos 4.650,00
Jumlah 18.139,20

Sumber: www.bpkp.co.id diunduh pada tanggal 5 Februari 2013

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, pada awalnya pemerintah telah
mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar
dananya ke empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban
masyarakat, khususnya masyarakat miskin, akibat peningkatan harga BBM. Keempat
program tersebut yaitu dipergunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan,
infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai. Salah satu program di bidang
pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yakni sebesar 20 % dari APBN.

Program ini disalurkan kepada sekolah sekolah setingkat SD dan SMP yang
bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta
program untuk memperoleh dana bantuan tersebut. Sekolah yang dicakup dalam
program ini adalah SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan
SMP/MTs/SMPLB/salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta Program ini

dimulai pelaksanaannya pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran


http://www.bpkp.co.id/

2005/2006 lalu oleh KEMENDIKNAS untuk sekolah umum dan KEMENAG untuk
madrasah sebagai pelaksana.

BOS vyang pada awalnya menuai kontroversi karena menyebabkan
pengurangan subsidi BBM, nyatanya justru menjadi tombak baru yang mendorong
kemajuan di bidang pendidikan, dan pada akhirnya dapat tuntas dilaksanakan
walaupun secara bertahap dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Dalam buku
panduan BOS, 2013:1 dinyatakan bahwa Salah satu indikator penuntasan program
Wajib Belajar 9 Tahun, diukur dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK)
tingkat MTs/sederajat. Pada tahun 2009 APK nasional tingkat SMP/sederajat rata-rata
telah mencapai 98,11% dan Kementerian Agama telah memberikan kontribusi
sebesar 21,97% untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah/PPS Wousta serta 12,44% untuk
tingkat MI/PPS Ula. Dengan APK ini berarti program Wajib Belajar 9 Tahun telah
tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan dan menunjukkan bahwa
Pemerintah melalui program BOS sejak tahun 2005 telah berhasil mempercepat target
program Wajib Belajar 9 Tahun.

Tabel 1.2 Jumlah siswa sasaran program
dan alokasi dana BOS se Indonesia

Tahun Jumlah Siswa Sasaran Program Alokasi APBN

2007 39,3 juta siswa Rp. 5,14 triliun (hanya 1
semester)*

2008 39,7 juta siswa Rp. 10,28 triliun*
2009 35,2 juta siswa Rp. 9,84 triliun**
2010 35,9 juta siswa Rp. 10,01 triliun
2011 36,2 juta siswa Rp. 16,04 triliun
2012 36,5 juta siswa Rp. 16,52 triliun
2013 36,7 juta siswa Rp. 16,26 triliun

Keterangan :  *termasuk madrasah/ponpes
**mulai dipisah dari madrasah dan ponpes

Sumber :www.smeru.org diunduh pada 5 Februari 2013

Dengan keberhasilan program BOS tersebut, mulai tahun 2009 Pemerintah
mengarahkan tujuan program BOS pada upaya peningkatan mutu pendidikan dasar,
disamping untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan capaian APK nasional.

Dalam konteks inilah, maka pemerintah menaikkan anggaran untuk Program BOS


http://www.smeru.org/

tahun 2014. Kita berharap dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008
tentang pendanaan pendidikan, madrasah/PPS memperoleh perhatian yang layak dari
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi
nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan
operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana
pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara
teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program
pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang
diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Dalam pelaksanaan program BOS, ada beberapa mekanisme pelaksanaan
program yang harus dilakukan oleh pihak sekolah yaitu penyaluran, pengambilan dan
penggunaan dana BOS. Mekanisme pelaksanaan tersebut harus dilakukan secara
efektif oleh sekolah-sekolah penerima dana BOS sesuai dengan Buku Panduan
Bantuan Operasional Sekolah agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Namun
dalam perkembangannya, mekanisme penyaluran Dana BOS berubah, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011, pada
tahun anggaran 2011 dan 2013 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami
perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana
perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk
dana penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah. (Kemenag, 2011:298)

Pada Tahun 2005 — 2010, dana BOS disalurkan langsung dari Dinas
Pendidikan Propinsi ke rekening sekolah (sistem dekonsentrasi). Dana dekonsentrasi
adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan dekonsentrasi.



Gambar 1.1 Alur penyaluran dana BOS melalui mekanisme dekonsentrasi

Kementerian
Pendidikan

Alokasi
Anggaran

Info jumlah anggaran tiap propinsi
Berdasar pada jumlah sekolah dan siswa

B Konsolidasi jumlah sekolah . .
Dinas Dan jumlah siswa tiap propinsi Tim Manajemen

Pendidikan BOS Propinsi
‘ ~
Sl Transfer dana
Informasi jumlah siswa SN - Ke rekening sekolah
So (blockgrant)

[ Sekolah }

Sumber: Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan
Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah (2013)

Menurut Kemenag dalam Peningkatan Manajemen Melalui Tata Kelola dan
Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah, Adapun implementasi kebijakan dalam alur
seperti di atas mempunyai beberapa keuntungan diantaranya :

1. Perencanaan mudah dan cepat karena di alokasikan via DIPA Propinsi
2. Penyaluran dana ke sekolah cepat dan seragam antara sekolah negeri
dengan swasta
3. Dana disalurkan sebagai hibah
4. Peran Pemerintah Propinsi dominan
5. Monitoring dan Evaluasi mudah dan cepat
Sedangkan kelemahan yang dimiliki sistem tersebut adalah :
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1. Belum memenuhi amanat PP 38/2007 (urusan pendidikan dasar adalah
kewenangan Kabupaten/ Kota)
2. Peran Kabupaten/ Kota minim
3. Tidak ada sinkronisasi BOS dengan program PEMDA Kab./ Kota
Sedangkan pada tahun 2013, dana BOS disalurkan oleh Kementrian
Keuangan ke Kas Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya dari Kasda ke Rekening
Sekolah. Mekanisme transfer ke daerah melalui dana penyesuaian 2013 dan Dana
Alokasi Khusus yang masuk dalam dana perimbangan dan dana penyesuaian. Dana
penyesuaian 2013 adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam
rangka melaksanakan kebijakan tertentu pemerintah dan DPR sesuai dengan
peraturan perundangan.

Gambar 1.2 Alur penyaluran dana BOS
melalui mekanisme Dana Penyesuaian 2013

Kementerian Kas Umum Negara
Pendidikan | """ TTTTTTTTTOC > KEMENKEU
Info jumlah sekolah dan siswa tiap

A Kabupaten/Kota
: Alokasi Anggaran :
| Per Kab/Kota = PMK
] Per Sekolah  PERMENDIKNAS
| v
|
[ Info jumlah sekolah dan
: Siswa tiap Kabupaten / Kota KaS Umum Daerah
y Info kekurangan / kelebihan dana KAB / KOTA
|
! (BUD/PPKD)
[
1 SP2D - RKA
: Transfer ke BPP - SPM
|
|
|
| Di P ddk Transfer Dana
| inas Pendidikan
SRR ELEES (BPP & KPA)

Transfer Dana

v

[ Sekolah Negeri } [ Sekolah Swasta }

Sumber: Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan
Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah (2013)
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Keuntungan yang diperoleh dari sistem di atas adalah Kabupaten / Kota dapat
berperan penuh dalam penyelenggaraan pendidikan dan mekanisme BOS, sedangkan
kelemahan yang terdapat pada alur penyaluran dana BOS seperti di atas adalah
keterlambatan pencairan dana BOS di daerah.
Dalam prakteknya, Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang
menerima bantuan operasional sekolah (BOS) untuk semua sekolah tingkat SD
dan/sederajat dan tingkat SMP dan/sederajat dengan total anggaran dan jumlah
penerima pada triwulan pertama tahun 2013 sebesar sebesar Rp12,88 miliar dengan
jumlah penerima sebanyak 72.423 siswa, sedangkan anggaran BOS SD sebesar
Rp31,16 miliar dengan penerima sebanyak 214.902 siswa.
(http://www.mediaindonesia.com/read/2013/01/01/292847/289/101/Dana_BQOS_Jem
ber_Cair yang di akses pada 30 Januari 2013).
Dalam implementasi program BOS perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi
dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara rencana
dengan pelaksanaan program, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat
pencapaian indikator keberhasilan. Berkaitan dengan itu, maka evaluasi dilakukan
oleh tim yang telah dibentuk di Kabupaten Jember. Adapun tugas tugas dari tim
tersebut dalam evaluasi adalah :
1. Menyelenggarakan rapat koordinasi tim secara berkala
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program BOS
Kabupaten Jember

3. Menanggapi pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan program
BOS Kab. Jember

4. Melakukan supervise secara berkala tentang penyelenggaraan program
BOS Kab. Jember baik tingkat kabupaten, kecamatan, dan lembaga
lembaga sekolah.

5. Melaporkan hasil pelaporan pelaksanaan kepada tingkat pusat.

Untuk mengetahui efektivitas implementasi program tersebut, maka harus

diketahui dan dilihat dari teori evaluasi yang akan digunakan yaitu teori evaluasi


http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/01/292847/289/101/Dana_BOS_Jember_Cair
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/01/292847/289/101/Dana_BOS_Jember_Cair
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milik Bruce W. Tuckman dengan pendekatan pada input, proses dan output. Sehingga
dapat diketahui secara persis kendala per tahapan implementasi tersebut untuk
dilakukan evaluasi ke depan.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/Kota
di Propinsi Jawa Timur dengan luas 3.293,34 km2 atau 329.333,94 Ha. Kabupaten
Jember merupakan salah satu kabupaten penerima dana BOS. Dengan adanya
program BOS diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten
Jember secara merata. Salah satu sekolah penerima dana BOS di bawah naungan
Kementerian Agama Kabupaten Jember di Wilayah Kabupaten Jember adalah MTs
Darussalam Jember

Madrasah tersebut merupakan madrasah yang terdapat di Kabupaten Jember
yang tepatnya di Kecamatan Patrang dan berdekatan dengan Kantor Bupati Jember.
Madrasah MTs Darussalam berada di dekat jantung kota (Kelurahan Jember Lor)
namun kebanyakan orang tua siswa di madrasah tersebut mayoritas bekerja sebagai
buruh tani, tukang becak dan kuli bangunan, sehingga dalam hal segi ekonomi kurang
ada minat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. (Data Base MTs Darussalam
2012) Bagi pelaku ekonomi seperti mereka, madrasah ini menjadi pilihan karena MTs
Darussalam ini menggratiskan biaya pendidikan dalam publikasi penerimaan siswa
baru. Dengan adanya program BOS masuk ke madrasah ini diharapkan anak-anak
sekitar yang tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya jadi bisa bersekolah tanpa
memikirkan biaya lagi dan diharapkan juga bisa meningkatkan kualitas madrasah
tersebut.

Pemilihan MTs Darussalam Jember menjadi objek penelitian didasarkan pada
subjektifitas dan objektifitas. Adapun MTs Darussalam diteliti karena secara subjektif
peneliti menjadi staf pengajar di madrasah tersebut, sehingga peneliti mengetahui
secara langsung proses implementasi BOS di sekolah tersebut. Secara objektif,
peneliti melihat adanya kendala dalam implementasi program BOS di MTs
Darussalam. Sehingga yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak madrasah menjadi

tidak terlaksana. misalnya pada beberapa variabel implementasi kebijakan, pada tahap
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komunikasi mengalami kendala baik dalam hal kejelasan pandangan penggunaan
dana BOS yang sepenuhnya diatur dan diserahkan pihak madrasah, hingga
konsistensi pedoman pelaksanaan. Sumberdaya diduga juga belum maksimal, fasilitas
pendukung pelaporan seperti halnya komputer khusus pelaporan BOS belum
terwujud. Tentunya hal tersebut berpengaruh pada kualitas pendidikan yang
diselenggarakan dengan jumlah total 80 anak di madrasah tersebut ke depan sehingga
dalam penilaian kelembagaan pendidikan MTs Darussalam mendapat nilai akreditasi
B. Atas beberapa pertimbangan tersebutlah, peneliti tertarik untuk meneliti madrasah

MTs Darussalam.

Tabel 1.3 : Jumlah Madrasah, Guru, Murid MTs Negeri dan Swasta Menurut
Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2012

No Kecamatan Negeri Swasta
Madrasah Guru  Murid Madrasah Guru Murid
1  Kencong 1 25 489 2 38 449
2  Gumukmas -- -- -- 5 38 720
3  Puger -- -- -- 7 110 764
4  Wuluhan -- -- -- 4 78 718
5 Ambulu -- -- -- 4 82 1.609
6  Tempurejo -- -- -- 3 62 788
7 Silo -- -- -- 5 84 585
8 Mayang -- -- -- 7 49 615
9  Mumbulsari -- -- -- 1 17 369
10 Jenggawah -- -- -- 5 74 864
11  Ajung -- -- -- 5 49 720
12 Rambipuji -- -- -- 6 79 964
13 Balung -- -- -- 6 258 2.795
14 Umbulsari 1 22 304 2 33 368
15 Semboro -- -- -- 3 26 157
16 Jombang -- -- -- 4 37 274
17  Sumberbaru 1 21 382 5 67 385
18 Tanggul 1 29 382 2 26 142
Bangsalsari
(MTsN
19 Bangsalsari) 1 17 202 5 88 938
20 Panti -- -- -- 4 53 618
21 Sukorambi -- -- -- 2 30 393
Arjasa
(MTsN
22 Arjasa) 1 7 168 -- -- --

23 Pakusari -- -- -- - - _
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24 Kalisat 3 47 568
25 Ledokombo 2 42 517
26 Sumberjambe -- -- -- 4 61 275
27  Sukowono 1 22 322 3 46 198
28  Jelbuk -- -- -- 4 70 415
29 Kaliwates 1 31 636 5 82 537
30  Sumbersari -- -- -- 2 34 350
Patrang
(MTsN
31  Jember 1) 1 33 813 4 73 468
Jumlah 9 207 3.698 114 1881  18.563

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember 2012 diunduh pada 6 Februari 2013

Program BOS di MTs Darussalam, secara konsep diberikan untuk mengurangi
beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka
dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu,
akan tetapi kenyataan implementasi dilapangan belum dapat berjalan sepertiyang
diharapkan. Walaupun sesungguhnya pihak MTs Darussalamberupaya penuh untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi biaya pendidikan seminimal
mungkin. Namun terkendala disebabkan banyaknya mekanisme penggunaan dan
larangan penggunaan dana BOS membuat pihak sekolah sulit membelanjakan dana
BOS untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah tersebut, termasuk ketentuan
ketentuan pembelian buku yang telah ditentukan di dalam juknis BOS. Belum lagi
keterlambatan pencairan BOS yang terkesan disengaja oleh Pemerintah Kabupaten
Jember.

Dengan dasar latar belakang tersebut dengan memperhatikan penjelasan dan
pertimbangan-pertimbangan yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut
tentang sejauh mana MTs Darussalam Jember melakukan efektifitas implementasi
dalam implementasi program BOS dari pemerintah tersebut. Untuk itu, dalam tugas
akhir ini penulis mengambil judul “Studi Efektifitas Implementasi Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Darussalam Jember Tahun 2013”.
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1.2 Perumusan Masalah

Penelitian selalu membutuhkan rumusan-rumusan masalah yang hendak diteliti
sehingga perumusan masalah dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat
penting, karena dalam perumusan masalah secara tegas dan jelas dapat memberikan
gambaran mengenai apa yang ingin diteliti oleh penulis. Rumusan masalah
hendaknya bias sekaligus memberikan bayangan tentang bagaimana masalah tersebut
akan dijawab dalam penyajian hasil penelitian nantinya. Masalah adalah suatu
keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang
menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanda dan dengan sendirinya
memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban (Lincoln dan Guba, dalam
Moleong, 2009:93).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektifitas implementasi program bantuan
operasional sekolah (BOS) dan hambatan hambatan yang terjadi dalam proses
implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) di MTs Darussalam
Kabupaten Jember Tahun 2013?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian, apapun yang diteliti dan siapapun yang meneliti
pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar
peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui
dengan pasti apa tujuan penelitian yang dilakukan. Menurut Sutrisno Hadi (1990:3)
menyatakan bahwa, Research, khususnya dalam ilmu-ilmu pengetahuan empirik pada
umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran
suatu pengetahuan. Maka dari itu, rencana penelitian yang akan dilaksanakan ini
bertujuan untuk mengetahui efektifitas implementasi program bantuan operasional
sekolah (BOS) dan hambatan hambatan yang terjadi selama proses implementasi

berlangsung di MTs Darussalam Kabupaten Jember Jember dalam tahun 2013.
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1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah
sebagai berikut.
1. Akademik.
Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan
dan manfaat secara akademis yaitu tambahan referensi atau acuan bagi
mahasiswa atau pihak lain ataupun sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk
mengembangkan dan menyempurnakan penelitian.
2. Praktis.
Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi MTs Darussalam Jember
Kabupaten Jember dalam mengevaluasi implementasi program yang diberikan
sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan lembaga
pendidikannya. Bagi pihak lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan bahan masukan untuk melaksanakan program yang lebih efektif dan
efisien dalam pencapaian tujuan.
3. Pribadi.
Diharapkan dapat memberi tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan
pengalaman bagi penulis dalam mempraktikkan teori ilmu administrasi negara
khususnya tentang kebijakan publik dan implementasinya yang telah diterima

dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Konsep sebagai adalah suatu gagasan/ide yang relatif sesmpurna dan bermakna,
suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara
seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui
pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Konsep
merupakan ekspresi suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari
pengamatan terhadap fenomena-fenomena. Pada tingkat konkrit, konsep merupakan
suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada
tingkat abstrak dan komplek, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang
telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu.

Pembahasan terhadap masalah dalam penelitian jelas membutuhkan suatu
konsep atau pandangan yang benar. Fenomena yang akan diteliti dapat di
deskripsikan secara tepat dengan menggunakan konsep. Dalam penelitian sosial
sendiri banyak menggunakan konsep abstrak untuk menjelaskan masalah yang
terjadi. Penggunaan konsep akan menyederhanakan pemikiran dengan penggunaan
istilah istilah untuk peristiwa yang berkaitan. Konsep harus dimengerti sedari awal
untuk memahami sebuah teori.

Menurut Effendi (Ed, 1995:34) konsep adalah abstraksi mengenai suatu
fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik
kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Peranan konsep dalam penelitian
sangat besar karena menghubungkan dunia teori dan dunia observasi, antara abstraksi
dan realitas. Dalam penelitian sosial peranan ini menjadi bertambah penting karena
realitas sosial yang menjadi penelitian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap
oleh panca indera manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep

tersebut.
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Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka konsep dasar yang digunakan pada
penelitian ini adalah:
1. Konsep Kebijakan Publik;
Konsep Implementasi Kebijakan;
Konsep Evaluasi Kebijakan;

2
3
4. Konsep Efektivitas Implementasi ;
5. Konsep Program;

6

. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.2 Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2005:2) adalah:

“apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.
Definisi kebijakan publik tersebut mengandung makna bahwa (1)
kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan
organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang

harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap

pada status quo”.

Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mendefinisikan
kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa
mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil
berbeda. Sedangkan Harold Laswell dan Abraham Kaplan, seperti dikutip Riant
Nugroho, mendifinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan
tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik praktik tertentu.

Nugroho (2007:24) merumuskan kebijakan publik secara lebih sederhana,
bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya
Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.
Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal,
memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang

dicita-citakan.
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Kebijakan publik dibuat bukan tanpa maksud dan tujuan. Kebijakan publik
dibuat untuk memecahkan masalah publik di masyarakat yang memiliki banyak
macam variasi dan intensitas permasalahannya. Hanya masalah publik yang dapat
menggerakkan orang banyak untuk memikirkan dan mencari solusinya yang bisa
menghasilkan sebuah kebijakan publik. Masalah publik sendiri didefinisikan sebagai
suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada
sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Kebijakan dapat
diartikan sebagai sebuah taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan,
oleh karenanya, di dalam kebijakan terdapat tiga elemen yaitu :

1. ldentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai

2. Taktik atau strategi beberapa langkah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

3. Penyediaan beberapa input untuk memungkinkan pelaksanaan secara

nyatadari taktik atau strategi.

Proses pembuatan kebijakan publik berlangsung dalam suatu lingkungan
sosial politik dan kelembagaan dengan unsur yang komplek, subjek, dan objek yang
berbeda-beda, latar belakang yang bervariasi, dan dengan kepentingan serta motif-
motif majemuk. Hal ini bisa terjadi karena proses pembuatan kebijakan publik
bukanlah semata-mata kegiatan teknis-teknokratis, tetapi juga kegiatan sosiopolitis
yang dinamis, dan berlangsung dalam sistem kelembagaan yang kompleks.

Friedrich menjelaskan tentang kebijakan : Kebijakan adalah suatu tindakan
yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau
Pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-
hambatan tertentu seraya memberi peluang-peluang untuk mencapai tujuan, atau
mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2005:3)

James E. Anderson (dalam Subarsono, 2005:2) mendefinisikan kebijakan
publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.
Sedangkan menurut Subarsono (2005:2), kebijakan publik dipahami sebagai pilihan
kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu,
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misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan
sebagainya.

Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2005:13) menyatakan
bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut.

“1.Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar
suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

2.Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan
pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

3.Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika
pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan suatu tindakan.

4.Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk
melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

5.Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk
memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.”

Gambar 2.2.1 Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik

'—v[ Formulasi Kebijakan Publik J—l

[ Issue / Masalah Publik ] [ Implementasi Kebijakan ]

T—[ Evaluasi Kebijakan Publik ]—T

Sumber: Subarsono (2005)

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik
adalah suatu tindakan yang dilakukan Pemerintah untuk memecahkan masalah publik
dengan disertai indikator yang jelas dan strategi untuk mencapai tujuan tujuan
tertentu yang ingin dicapai kebijakan tersebut.

Pada tahapan proses kebijakan publik di atas dalam tahap formulasi kebijakan
para pembuat keputusan harus dapat mengalisis persoalannya terlebih dahulu

sebelum mencari solusinya. Dalam kasus ini, masalah kualitas pendidikan di
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Indonesia menjadi agenda setting yang kemudian akan dibuat formulasi kebijakan
yang tepat.

Setelah melalui tahap tersebut, maka kebijakan publik yang telah diputuskan
ini akan dijalankan oleh pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama-sama

dengan masyarakat. Ini merupakan tahap implementasi kebijakan.

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi sendiri diartikan
sebagai sebuah proses interaksi antar penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai
tujuan tersebut atau dengan kata lain suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber
yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh
pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok).

Dalam proses implementasi kebijakan, suatu kebijakan akan diintepretasikan
menjadi program agar lebih operasional dan siap dilaksanakan. Agar lebih
operasional, program dirumuskan menjadi proyek, selanjutnya diikuti dengan
tindakan nyata / fisik. Sehingga akhirnya kebijakan tersebut menimbulkan suatu
konsekuensi (hasil, efek, atau akibat) yaitu output dan dampak. Dalam proses
implementasi ini juga akan dijabarkan kedalam tahap-tahap yang lebih operasional,
sehingga tidak menutup kemungkinan suatu kebijakan akan mencapai keberhasilan
atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan, antara lain: (Widodo, 2008:90)

1. Tahap Interpretasi

Merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat
abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.

2. Tahap Pengorganisasian

Merupakan usaha untuk koordinasi dan pengendalian / kontrol yang

disusun untuk menjaga dan memelihara arah menuju tercapainya tujuan
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kebijakan tersebut. Mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan
penetapan dalam implementasi kebijakan, yakni :
a. Pelaksana kebijakan
b. Standar prosedur operasi
c. Sumber daya keuangan
d. Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan
e. Penetapan jadwal kegiatan

3. Tahap Aplikasi
Merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke
dalam realitas nyata. Dengan adanya penjabaran tersebut, maka akan
semakin mempermudah pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan
kebijakan yang telah ditetapkan.

Setelah per tahap dalam proses implementasi tersebut dilakukan, maka

terakhir yang akan dilaksanakan adalah evaluasi dari kebijakan tersebut.

2.4 Konsep Evaluasi Kebijakan
Pada dasarnya Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui aspek proses
pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektifitas
dampak kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerinta berupa peraturan
perundang undangan yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun telah melahirkan
konsekuensi amanat undang undang tersebut, yakni upaya peningkatan bidang
pendidikan. Kebijakan tersebut pada akhirnya melahirkan kebijakan program baru
yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Demikian pelaksanaan program tersebut
perlu adanya evaluasi kebijakan agar dapat mengetahui tingkat efektivitas
implementasi kebijakan tersebut terhadap sector publik.
Evaluasi sering diartikan secara sempit dan kurang pas. Masih banyak yang
memandang evaluasi hanya berdasarkan aktifitasnya yang penting dan menonjol saja.
Salah satu kesalahan yang sering terjadi, misalnya, evaluasi dipandang sebagai

testing, atau sekedar penilaian saja. Secara mendasar evaluasi dipandang oleh para
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ahli dari segi ontologi, epistimologi dan metodologi. Berikut ini diberikan definisi
evaluasi untuk dapat dijadikan acuan atau perbandingan.

Evaluasi berasal dari kata bahasa inggris “evaluation” yang diserap dalam
perbendaharaan istilah bahasa Indonesiadengan tujuan mempertahankan kata aslinya
dengan sedikitpenyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Evaluasi menurut
Subarsono (2005:119) adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.
Mustopadidjaja (dalam LAN, 2008:17) mengatakan bahwa evaluasi adalah:

“pemantauan untuk mendapatkan informasi dini mengenai
perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam
jangka waktu tertentu. Evaluasi harus dilakukan dengan seteliti
mungkin sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki baik
mengenai system dan proses pelaksanaan maupun kebijakan itu
sendiri. Informasi yang dihasilkan dari suatu kegiatan evaluasi dapat
dimanfaatkan secara optimal agar perumusan kebijakan lebih tepat,
pelaksanaan kebijakan dapat berjalan baik, dan dengan demikian
tujuan kebijakan dapat dicapai lebih optimal”.

Menurut (http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi yang diakses pada 05 Februari
2013), evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi
yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Sedangkan menurut Maclcolm,
Provus (dalam Tayibnapis, 2000:3), mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa
yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih. Sedangkan

Menurut Subarsono (2005:120-121), evaluasi memiliki beberapa tujuan yang
dapat dirinci sebagai berikut.

“l. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi
maka dapat diketahui derajad pencapaian tujuan dan sasaran
kebijakan.

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga
dapat dikethui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu
tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas
pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut,
evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan,
baik dampak positif maupun negatif.


http://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tujuan&action=edit&redlink=1
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5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga
bertujuan  untuk  mengetahui  adanya  penyimpangan-
penyimpangan yang  mungkin terjadi, dengan cara
membandingkan antara tujuan dengan pencapaian target.

6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan
datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan
masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan yang
lebih baik.”

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan
publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauhmana tujuan
dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antaraharapan dan kenyataan.

Tuckman (dalam Julia, 2010:19) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses
untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu
program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan
Nugroho (2003:183) mengemukakan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk
menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan
kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk
melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2003:185) istilah evaluasi dapat disamakan
dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment).
Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil
kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan,
yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui
tindakan publik, evaluasi memberikan sumbangan pada Kklarifikasi dan kritik terhadap
nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberikan sumbangan
pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan
masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses
kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya
pada implementasi kebijakan publik.



25

Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan jangka panjang dan untuk
kepentingan keberlanjutan suatu program. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke
depan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa
argument perlunya evaluasi menurut Subarsono (2005:123).

“l. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni
seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.

2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan
melihat tingkat efektifitasnya, maka dapat disimpulkan apakah
suatu kebijakan berhasil atau gagal.

3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan
penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai
bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada public sebagai
pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan
program pemerintah.

4. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila
tidak dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, para
stakeholders, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui
secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.

5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya,
evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi
proses pengambilan kebijakan yang akan dating agar tidak
mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi
diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.”

Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (dalam
Subarsono, 2005:126) mencakup lima indikator sebagai berikut (table 2.4.1).

Tabel 2.4.1 Indikator evaluasi kebijakan

No Kriteria Penjelasan
1  Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2  Kecukupan Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat

memecahkan masalah?

3 Pemerataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada
kelompok masyarakat yang berbeda?

4  Resposivitas  Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/ nilai
kelompok dan dapat memuaskan mereka?

5 Ketepatan Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber: Subarsono 2005:12
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Evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang
berjalan, seperti program, orang, produk, dan sebagainya (Tayibnapis, 2000:4).
Menurut Rossi & Freeman (dalam Keban, 2004:74),

“evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh

dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya,....
Evaluasi tidak saja berguna untuk menjastifikasikan kegunaan dari
program yang sedang berjalan, tetapi juga untuk melihat kegunaan
program dan inisiatif baru, peningkatan efektifitas manajemen dan
administrasi program, dan mempertanggungjawabkan hasil kepada

pihak yang mensponsori program tersebut”.

Untuk kelangsungan implementasi kebijakan, pada akhirnya perlu

pengembangan evaluasi, pengembangan evaluasi ditujukan untuk kesiapan informasi
tentang program program pembangunan agar dapat mencapai sasaran utama yang
ditujudan dapat mengendalikan sasaran itu secara prosedural sesuai dengan rencana
dan program sehingga dengan diadakannya evaluasi diharapkan aga penentu
kebijakan memperoleh informasi tentang pelaksanaan program dan hasilnya, yang
dapat membantu mereka dalam membuat keputusan termasuk apakah perlu
menambah, mengurangi atau bahkan mengubah program yang ada.
Ada dua model evaluasi menurut Singarimbun, 2005:5:

1. Evaluasi Formatif
Evaluasi yang dilakukan ketika program/ kebijakan sedang
diimplementasikan merupakan analisis tentang ‘“seberapa jauh sebuah
program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan
keberhasilan.

2. Evaluasi Sumatif
Evaluasi yang berusaha mengukur bagaimana kebijakan/program secara
aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Biasanya
dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur apakah tujuan
program tersebut tercapai.

2.5 Konsep Efektifitas Implementasi
Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah biasanya dilaksanakan untuk
mencapai tujuan tertentu. Seringkali tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai

tujuan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena faktor lain yang tidak
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diduga seperti perubahan kondisi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi
untuk mengetahui sejaun mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah
satu Kkriteria dasar dalam menilai suatu program adalah dengan efektivitas.

Efektifitas dilihat dari aspek organisasi dan manajemen berarti keberhasilan
atau kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sasaran organisasi yang
diukur berdasarkan pendekatan proses dan hasil. Nugroho, 2003:179 dalam Hirawan
2013:27 mengemukakan bahwa efektifitas implementasi kebijakan mencakupempat
tepat yaitu tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat targetnya, dan tepat
lingkungannya. Implementasi kebijakan dinyatakan efektif jika prosesnya
dilaksanakan secara normatif dan hasilnya mencapai tujuan yang dikehendaki.

Efektifitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata
dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas. Efektifitas menunjukan
keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil
kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Pengertian
efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan
yang terlebih dahulu ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2009:4), efektifitas: tingkat pencapaian hasil program
dengan target yang ditetapkan. Sedangkan menurut UNDP (dalam LAN, 2008:33),
efektifitas yaitu bahwa proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuali
dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia
hasilnya sebaik mungkin. Jadi efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat
pencapaian tujuan atau sasaran sesuai yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian
efektifitas menurut Schemerhon (dalam artikel
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21347/4/Chapter%2011.pdf) yang
diakses tanggal 06 Februari 2013), efektifitas adalah pencapaian target output yang
diukur dengan caramembandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan
outputrealisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) >= (OS) disebut efektif. Jadi suatu
program dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan di lapangan lebih besar atau

sama dengan peraturan maupun pedoman yang telah ditentukan.


http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21347/4/Chapter%20II.pdf
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Efektivitas program dinilai tidak hanya dari keberhasilan program tersebut
mencapai tujuan atau sasaran yang diembannya. Sejalan dengan peningkatan
kuantitas program, sebagai wujud dari hasil yang dicapai program (outputs), akan ada
perubahan-perubahan pada kelompok sasaran yang mengiringinya. Meningkatnya
mutu pendidikan merupakan salah satu perwujudan manfaat dari program BOS.
Dengan demikian, perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan bahwa
program berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kaitannya dengan hal tersebut, Jika yang dilakukan oleh pihak madrasah
dalam proses mengimplementasikan program sesuai dengan buku panduan petunjuk
teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditetapkan Kementerian
Agama, dengan diukur dan dianalisa keefektifannya sesuai dengan teori Bruce W
Tuckman terkait input, proses dan output, maka implementasi program BOS di MTs

Darussalambisa dikatakan efektif. Begitu juga berlaku sebaliknya.

2.6 Konsep Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan
implementasi. Dan evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang
diperoleh dalam suatu program. Ada dua pengertian untuk istilah program, yaitu
pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum, program
dapat diartikan sebagai rencana. Sedangkan secara khususnya, apabila program ini
langsung dikaitkan dengan evaluasi kebijakan maka program didefinisikan sebagali
suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari
suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi
dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.
(http://kojingtechnolog.wordpress.com/2010/09/14/evaluasi-program-pendidikan/
diakses tanggal 06 Februari 2013)

Dalam pelaksanaan proses program diperlukan adanya keterlibatan kelompok

masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga program memberikan hasil yaitu

perubahan kualitas pendidikan masyarakat. Tanpa memberikan manfaat kepada
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masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan.
Program juga harus memiliki pelaksana yang meliputi organisasi maupun
pengawasan dalam proses pelaksanaan.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam
waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena
melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung
dalam kurun waktu relatif lama.

Program merupakan sistem. Sedangkan, sistem adalah satu kesatuan dari
bagian atau komponen program yang saling kait-mengait dan bekerjasama satu
dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam sistem.

Dengan begitu, program terdiri dari komponen-komponen yang saling
berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam sebuah
program harus dimuat berbagai aspek  (Tangkilisan, 2005 : 219 dalam
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17736/4/Chapter2.pdf, download 06
Februari 2013), yaitu :

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai,

Setiap kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh individu
ataupun organisasi ditujukan untuk mencapai tujuan, demikian juga
dengan program. Cara yang paling logis untuk merencanakan suatu
program adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai.

b. Adanya kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan

tersebut,

Dengan program maka segala bentuk rencana akan lebih
terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalakan. Dalam pelaksanaan
program diperlukan kebijaksanaan untuk dapat mencapai tujuan dengan
baik.

c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus

dilalui,


http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17736/4/Chapter2.pdf
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Untuk menjalankan program diperlukan adanya aturan atau pun
prosedur guna memperlancar pelaksanaan program. Aturan ataupun
prosedur ini berguna sebagai acuan ataupun petunjuk untuk pelaksanaan
program.

Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan,

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanan
setiap program.

Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan program diperlukan adanya keterlibatan
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga program
memberikan hasil yaitu meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia.
Untuk mencapai tujuan program juga harus didukung oleh pelaksana yang

meliputi organisasi maupun pengawasan dalam proses pelaksanaan.

Menurut menurut Mulyadi (1997:79), program adalah kegiatan pokok yang

telah diputuskan oleh organisasi untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sebagai

pelaksanaan strateginya. Sedangkan Herman & Cs (dalam Tayibnapis, 2000:9),

program ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan

mendatangkan hasil atau pengaruh.

Program akan menunjang implementasi karena dalam program tersebut telah

dimuat berbagai aspek, antara lain:

1.
2.

Adanya tujuan yang ingin dicapai
Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipegang dan prosedur

yang harus dilalui

Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus

dilalui
Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan

Adanya strategi dalam pelaksanaan
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Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir

danlebih mudah untuk dioperasionalkan.

2.7 Program Bantuan Operasional Sekolah
2.7.1 Pengertian Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Untuk memahami tentang implementasi program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dengan baik, berikut penulis paparkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pengertian Bantuan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “Bantuan adalah
barang yang dipakai untuk memberikan bantuan (Depdiknas, 2001, hal.
672).
b. Pengertian Operasional
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan operasional adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan (Depdiknas, 2001, hal.
800)

c. Pengertian Sekolah
Secara singkat sekolah dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya
guru dan murid karena suatu kepentingan.

Dalam Petunjuk Teknis Program BOS 2013 yang dikeluarkan oleh
Departemen Agama, bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya
adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada
beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai
dengan dana BOS. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar
biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai
kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan

dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara
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teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (dalam Buku Panduan
Bantuan Operasional Sekolah, 2013:9).

2.7.2 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin
di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun
madrasah swasta
2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri
dan MTs negeri.
3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah
swasta/PPS.

2.7.3 Sasaran Program dan Besar Bantuan
Sasaran program BOS adalah semua MI, MTs dan Pondok Pesantren
Salafiyah (PPS) Ula dan Wustha penyelenggara Wajar Dikdas di seluruh Provinsi di
Indonesia yang telah memiliki ijin operasional. Khusus untuk lembaga PPS, santri
yang menjadi sasaran penerima BOS berusia maksimal 25 tahun.
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPS termasuk untuk
BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
[J MI/PPS Ula di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
) MI/PPS Ula di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
1 MTs/PPS Wustha di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
1 MTs/PPS Wustha di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun
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2.7.4 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Tahun 2013 meliputi

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1.
2.

10.

11.
12.

13.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan
Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.
43 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib
Memungut Pajak Penghasilan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahu